
\

PROSES BISNIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
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Proses Bisnis Dinas Pemberdayaan  

Masyarakat dan Desa

Meningkatnya Penataan Desa

Meningkatnya Administrasi Pemerintahan Desa

Peningkatan Kerja Sama Desa

Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan 

Masyarakat Hukum Adat
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Indeks Reformasi Birokrasi (RB)

Persentase Peningkatan Desa Mandiri

Jumlah Desa Mandiri

Pemerintahan Desa
Partisipasi Dan Lembaga 

Kemasyarakatan Desa

Pengelolaan Keuangan, Aset Dan 

Sumber Daya Desa

Pemberdayaan Ekonomi 

Masyarakat Desa
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LOGIC MODEL

Level 0 Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5

Indeks 

Reformasi 

Birokrasi 

(RB)

Persentase 

Peningkatan 

Desa Mandiri

Jumlah Desa 

Mandiri

Penataan Desa Penyelenggaraan Penataan 

Desa

Fasilitasi Tata Wilayah Desa

Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa

Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa

Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

Administrasi Pemerintahan Desa Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Administrasi

Pemerintahan Desa

Fasilitasi  Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa

Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah 

Desa

Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa

Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga 

Kerja Sama antar Desa

Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan 

Pemberhentian Kepala Desa

Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Fasilitasi Penyusunan Profil Desa

Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa

Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD

Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa

dan Kelurahan



LANJUTAN LOGIC MODEL

Level 0 Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5

Indeks 

Reformasi 

Birokrasi 

(RB)

Persentase 

Peningkatan 

Desa Mandiri

Jumlah Desa 

Mandiri

Pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan, Lembaga 

Adat dan Masyarakat 

Hukum Adat

Pemberdayaan  Lembaga  

Kemasyarakatan  yang 

Bergerak   di   Bidang   

Pemberdayaan   Desa   dan 

Lembaga  Adat  Tingkat  

Daerah  Kabupaten/Kota serta  

Pemberdayaan  Masyarakat  

Hukum  Adat yang  

Masyarakat  Pelakunya  

Hukum  Adat  yang Sama 

dalam Daerah 

Kabupaten/Kota

Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan 

Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga 

Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, 

Posyandu, LPM,  dan Karang  Taruna),  Lembaga Adat  

Desa/Kelurahan  dan  Masyarakat  Hukum Adat

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga 

Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, 

Posyandu,  LPM,  dan  Karang  Taruna), Lembaga Adat  

Desa/Kelurahan dan Masyarakat  Hukum

Adat

Fasilitasi     Pengembangan      Usaha     Ekonomi 

Masyarakat     dan     Pemerintah     Desa     dalam 

Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

Fasilitasi  Pemerintah  Desa  dalam  Pemanfaatan 

Teknologi Tepat Guna

Fasilitasi     Bulan     Bhakti     Gotong     Royong

Masyarakat

Fasilitasi        Penyelenggaraan        Ketentraman, 

Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa

Fasilitasi      Tim      Penggerak      PKK      dalam 

Penyelenggaraan        Gerakan        Pemberdayaan 

Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Peningkatan Kerja Sama 

Desa

Fasilitasi Kerja Sama antar 

Desa

Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam 

Kabupaten/Kota

Fasilitasi  Kerja  Sama  Antar  Desa  dengan  Pihak 

Ketiga dalam Kabupaten/Kota


